BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR1YY TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN I

Menimbang : implementasi Program Prioritas Nasional

Birokrasi, dipandang perlu melakukan
terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
gsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember sudah tidak sesuai
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu disesuaikan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembardr gara Republik
¢embaran Negara
telah diubah
2020 tefitang
I _Fahun 2017
(bembaran Negara
or 68, tambahan
nesid Nomor 6477);
12 Tahun 2017 tentang
wasan Pemerintah Daerah (Lembaran

efattiran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 26/Permen-kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yvang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN JEMBER.

Dalam Peraturan B

10.

11

12.

13.

BAB 1
KETENTUAN UMUI

S€kretaris Daerah Kabupaten

Daerah adald

kanan-yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kabupaten Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten
Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan
Kabupaten Jember .

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Perikanan Kabupaten Jember .

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah UPTD Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Perikanan Kabupaten Jember.

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.



BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
melaksanakan urusan  pemerintahan
kewenangan daerah di bidang kelautan dan pe

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas_se

perikanan;
pelaksanaga

claksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat,membawahi;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Produksi Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
d. Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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BAB III
URAJAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat
(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan operast6pal tugas dan

1ny
evalUu4as

Cingkungan Dinas;

barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas:
dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;

menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
Jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;
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melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Produksi Perikanan
Pasal 6

alam pasal 3
n_pényiapan

ator Kinerja Bidang
ang diberikan oleh Kepala

nan rencana Peningkatan Produksi Perikanan
Fangkap dan Perikanan Budidaya,;

pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya
peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan
budidaya;

Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan
kecil;

pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan SIUP di
Bidang Pembudidayaan Ikan;

pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan Tanda
Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan;
Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi
produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
penyusunan kebijakan penyebaran informasi penyakit-
penyakit ikan;

penyusunan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana
perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana
kegiatan perbenihan dan calon induk unggul;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja
bidang; dan
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m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen
Pasal 7

(1) Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja
Bidang yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas lai
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2} Untuk melaksanakan tugas yvang dimaksud pada , Bidang
Sumberdaya dan Pasca Panen mempunya fungsi iputi:
a. penyusunan rencana Peningkatan Prgd Produk Olahan
Perikanan;

dalam _wupaya
Im _detatan;
kelompok pelaku

b. pengumpulan data dan
peningkatan sumbe €

; Bl —Sarana prasarana kelompok
erfa UMKM produk perikanan;
Pengendalian  kesehatan lingkungan

pengelslaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian

umberdaya perikanan;

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas termasuk capaian indikator kinerja bidang; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

BAB IV
UPTD
Pasal 8

(1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian
tugas dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD merupakan klasifikasi B.

(4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, huruf ¢, huruf d terdiri ata
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabstan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana djeas}
(1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksdna

jabatan pimpinan tinggi pratas
(3) Subkoordinator
melaksanakan
penyusunar,

ayat  (2)

an mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3} Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
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(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
danbawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.
BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAEAM JABATAN
Pasal 12

ikan_ dleh Bupati-dari
g isul-Sekretaris

: q ! ; dang-undangan.
o —Ken i3 V agian, dan Kepala
cig oleh Bupati dari Pegawai

syarat atau usul Kepala Dinas

aecrah  sesuai dengan  peraturan

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 13

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon I[Ib atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

(3} Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan
Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati
ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Nomor 12 Tahun 2021 te

abupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember TTD
pada tanggal 1 Desember 2021

HENDY S
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR i 9



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR
TENTANG :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

{O TAHUN 2021
KEDUDUKAN,
ORGANISASI, TUGAS DAN
SERTA TATA KE
PERIKANAN KAB

EN JEMBER.

Sekretariat
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Diundangkan di Jember
Desember 2021

pada tanggal

UPTD

BUPATI JEMBER,
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